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ABSTRACT 

This study analyzes the effectiveness of industrial relations dispute resolution at PT Agro Sinergi Nusantara 

through out-of-court arbitration. Arbitration is considered effective in resolving disputes due to its faster process 

and lower costs compared to court proceedings. However, the success of arbitration is also influenced by the 

willingness of both parties to accept the decision. This study used qualitative methods with in-depth interviews and 

document analysis to understand the dynamics of dispute resolution at this company. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini menganalisis efektivitas penyelesaian perselisihan hubungan industrial di PT Agro Sinergi Nusantara 

melalui mekanisme arbitrase di luar pengadilan. Arbitrase dianggap efektif dalam menyelesaikan perselisihan 

karena prosesnya yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan pengadilan. Namun, 

keberhasilan arbitrase juga dipengaruhi oleh kesediaan kedua belah pihak untuk menerima keputusan yang diambil. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam dan analisis dokumen untuk 

memahami dinamika penyelesaian sengketa di perusahaan ini. 
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PENDAHULUAN 

Perselisihan hubungan industrial merupakan masalah yang kerap terjadi dalam dunia kerja, terutama 

di sektor agribisnis yang melibatkan banyak tenaga kerja dan aktivitas operasional yang intens. PT Agro 

Sinergi Nusantara, Kebun Tanoh Makmue di Kecamatan Woyla Barat, menjadi salah satu contoh 

perusahaan yang menghadapi perselisihan hubungan industrial. Perselisihan ini dapat timbul dari berbagai 

faktor seperti perbedaan persepsi mengenai hak-hak pekerja, perjanjian kerja bersama, maupun kebijakan 

manajemen terkait kesejahteraan karyawan. Penanganan perselisihan ini membutuhkan mekanisme 

penyelesaian yang tepat agar tidak mengganggu aktivitas perusahaan maupun kesejahteraan pekerja. 

Arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial menjadi pilihan yang 

semakin relevan dalam mengatasi sengketa antara pekerja dan perusahaan. Sebagai metode Alternative 

Dispute Resolution (ADR), arbitrase menawarkan proses yang lebih informal namun tetap terstruktur, 

dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Arbitrator yang ditunjuk bertugas mendengarkan argumen dari 

kedua belah pihak dan kemudian memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat. Keputusan ini 

diharapkan mampu menyelesaikan perselisihan tanpa perlu melibatkan pengadilan, yang sering kali 

membutuhkan waktu panjang dan prosedur yang rumit. Keunggulan inilah yang membuat arbitrase menjadi 

daya tarik utama dalam penyelesaian perselisihan industri, terutama ketika kedua belah pihak membutuhkan 

solusi cepat tanpa mengorbankan kepentingan masing-masing. 

Selain kecepatan dan efisiensi biaya, arbitrase juga memungkinkan proses yang lebih fleksibel 

dibandingkan dengan pengadilan. Jadwal dan lokasi arbitrase dapat disesuaikan dengan kebutuhan pihak 

yang bersengketa, sehingga mengurangi potensi gangguan terhadap operasi perusahaan atau produktivitas 

karyawan. Fleksibilitas ini sangat penting dalam konteks industri perkebunan seperti PT Agro Sinergi 

Nusantara, di mana kelangsungan operasional tidak dapat ditunda terlalu lama. Proses yang lebih pribadi 

dan tertutup juga menjadi nilai tambah, karena menjaga kerahasiaan perselisihan dan mengurangi potensi 

eskalasi konflik di mata publik atau komunitas pekerja lainnya. 

Tantangan utama dalam pelaksanaan arbitrase terletak pada penerimaan keputusan oleh pihak yang 

merasa dirugikan. Karena keputusan arbitrase bersifat final dan tidak dapat diajukan banding, pihak yang 

kalah mungkin merasa tidak puas dan enggan mematuhi hasil tersebut. Rasa ketidakpuasan ini sering kali 

muncul jika salah satu pihak merasa arbitrator tidak sepenuhnya netral atau ada indikasi keberpihakan.  

Pemilihan arbitrator yang tepat menjadi kunci keberhasilan proses arbitrase. Idealnya, arbitrator 

harus memiliki pemahaman mendalam tentang masalah hubungan industrial serta reputasi yang baik dalam 

menjaga netralitas. Pengalaman dan keahlian arbitrator dalam menangani kasus-kasus serupa dapat 

meningkatkan kepercayaan kedua belah pihak terhadap proses arbitrase. Selain itu, kedua belah pihak harus 

terlibat aktif dalam proses pemilihan arbitrator untuk memastikan tidak ada rasa keberpihakan atau 

prasangka dari awal. Ketika kedua pihak sepakat dalam memilih arbitrator, hal ini dapat mengurangi risiko 

resistensi terhadap keputusan yang diambil, meskipun salah satu pihak merasa tidak mendapatkan hasil 

yang diharapkan. 

Transparansi dalam proses arbitrase juga memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan 

legitimasi keputusan yang diambil. Setiap tahap proses arbitrase, mulai dari presentasi argumen hingga 

penilaian bukti, harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Keterbukaan 

ini membantu menciptakan suasana yang adil dan mendorong kedua pihak untuk lebih menerima keputusan 
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akhir. Dengan proses yang transparan dan netral, bahkan pihak yang kalah dalam perselisihan lebih 

cenderung menerima hasil arbitrase, karena mereka menyadari bahwa proses tersebut telah dilakukan 

dengan penuh integritas. Transparansi yang baik akan meminimalkan potensi kecurigaan dan menciptakan 

landasan yang kuat bagi implementasi hasil arbitrase di lapangan. 

Dalam konteks PT Agro Sinergi Nusantara, arbitrase menjadi pilihan yang relevan mengingat 

perusahaan beroperasi di sektor perkebunan yang memiliki tingkat kerentanan terhadap perselisihan antara 

manajemen dan pekerja. Penyelesaian perselisihan melalui jalur pengadilan seringkali dianggap memakan 

waktu lama dan dapat mengakibatkan ketidakpastian bagi operasional perusahaan. Oleh karena itu, 

arbitrase menawarkan solusi yang lebih pragmatis untuk menjaga keberlanjutan usaha sambil memastikan 

hak-hak pekerja tetap terpenuhi. 

Studi kasus ini akan menganalisis bagaimana arbitrase digunakan sebagai alat penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial di PT Agro Sinergi Nusantara. Penelitian ini juga akan membahas 

efektifitas arbitrase dalam meredakan konflik serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. 

Dengan memahami dinamika penyelesaian sengketa di perusahaan ini, diharapkan dapat ditemukan 

wawasan penting yang dapat diaplikasikan pada perusahaan-perusahaan lain di sektor agribisnis yang 

menghadapi masalah serupa. 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial melalui arbitrase, serta memberikan rekomendasi bagi para pemangku 

kepentingan dalam menghadapi perselisihan dengan cara yang lebih efisien dan adil, baik dari sisi 

perusahaan maupun pekerja. Adapun masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu bagaimana 

efektivitas penyelesaian perselisihan hubungan industrial di PT Agro Sinergi Nusantara melalui mekanisme 

arbitrase di luar pengadilan dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi arbitrase sebagai 

metode penyelesaian perselisihan hubungan industrial di PT Agro Sinergi Nusantara, Kebun Tanoh 

Makmue, Kecamatan Woyla Barat. 

  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Hubungan Industrial 

Hubungan industrial adalah suatu konsep yang menggambarkan hubungan antara pekerja, 

pengusaha, dan pemerintah dalam mengelola tenaga kerja serta menyelesaikan konflik atau perselisihan di 

tempat kerja. Hubungan ini mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan kondisi kerja, hak dan 

kewajiban masing-masing pihak, serta upaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan 

pengusaha demi mencapai harmoni di lingkungan kerja.  Di dalam hubungan industrial, tiga aktor utama 

memainkan peran penting: 

1. Pekerja atau Karyawan: Pekerja atau karyawan adalah individu yang menjual tenaga, keterampilan, 

dan waktu mereka kepada perusahaan dengan imbalan kompensasi atau upah. Mereka berkontribusi 

dalam menjalankan operasional perusahaan melalui berbagai aktivitas kerja sesuai perjanjian kerja 

yang telah disepakati. Pekerja memiliki hak-hak yang diatur oleh undang-undang, seperti upah yang 

layak, perlindungan terhadap kondisi kerja yang aman, serta hak untuk mendapatkan perlakuan adil 

dan tidak diskriminatif di tempat kerja. 
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2. Pengusaha atau Perusahaan: Pengusaha atau perusahaan adalah entitas yang mempekerjakan pekerja 

untuk menjalankan kegiatan bisnis atau produksi. Tanggung jawab utama pengusaha adalah 

memberikan kompensasi yang layak kepada pekerja, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, serta 

memastikan kesejahteraan dan keamanan pekerja. Selain itu, pengusaha harus mematuhi regulasi 

ketenagakerjaan yang berlaku dan menjaga hubungan baik dengan pekerja agar tercipta iklim kerja 

yang harmonis dan produktif. 

3. Pemerintah: Pemerintah memiliki peran sentral sebagai pengawas dan regulator dalam hubungan 

industrial, dengan tanggung jawab menetapkan kebijakan dan peraturan yang melindungi hak-hak 

pekerja dan pengusaha. Pemerintah menciptakan keseimbangan antara kepentingan kedua belah pihak 

melalui undang-undang ketenagakerjaan, serta memastikan penerapan standar kerja yang adil dan etis. 

Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui 

lembaga mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau pengadilan, guna menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. 

Hubungan industrial bertujuan untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis, produktif, dan 

adil bagi kedua belah pihak. Untuk mencapai hal ini, ada beberapa komponen utama yang diatur dalam 

hubungan industrial, seperti: 

1. Perjanjian Kerja: Kesepakatan tertulis antara pekerja dan pengusaha yang mengatur hak dan kewajiban 

kedua pihak, termasuk upah, jam kerja, dan tunjangan. 

2. Perundingan Bersama: Proses negosiasi antara serikat pekerja dan manajemen untuk mencapai 

kesepakatan yang adil mengenai kondisi kerja. 

3. Penyelesaian Perselisihan: Metode untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan, baik melalui 

musyawarah, mediasi, konsiliasi, hingga arbitrase atau pengadilan jika perlu. 

Dalam konteks yang lebih luas, hubungan industrial juga mencakup isu-isu seperti hak-hak asasi 

pekerja, standar kerja internasional, serta tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan pengelolaan hubungan 

industrial yang baik, perusahaan dapat menjaga stabilitas operasional dan meningkatkan produktivitas, 

sementara pekerja memperoleh keadilan dan kesejahteraan dalam lingkungan kerja yang kondusif. 

Undang-Undang tentang Hubungan Industrial di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan beberapa undang-undang serta peraturan lainnya yang relevan. 

Berikut adalah beberapa undang-undang dan ketentuan yang berkaitan dengan hubungan industrial di 

Indonesia: 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: UU ini mengatur berbagai aspek 

ketenagakerjaan, termasuk hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha, perjanjian kerja, syarat-syarat 

kerja, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. UU ini juga mencakup hak pekerja untuk 

berorganisasi, hak untuk memperoleh perlindungan kerja, dan ketentuan mengenai keselamatan serta 

kesehatan kerja. 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial: UU 

ini mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan antara pekerja dan pengusaha melalui jalur 

musyawarah, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan pengadilan hubungan industrial. Perselisihan yang 

dapat diselesaikan melalui jalur ini mencakup perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan 

kerja (PHK), dan perselisihan antar serikat pekerja di satu perusahaan. 
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3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh: UU ini menjamin hak 

pekerja untuk mendirikan, menjadi anggota, atau menjalankan kegiatan serikat pekerja tanpa adanya 

campur tangan dari pihak manapun. Serikat pekerja memiliki peran penting dalam memperjuangkan 

hak-hak pekerja dan terlibat dalam perundingan bersama dengan pengusaha. 

4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021: Bagian dari Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus 

Law), PP ini mengatur perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), alih daya (outsourcing), waktu kerja, 

dan pemutusan hubungan kerja (PHK). PP ini memberikan penyesuaian-penyesuaian terhadap 

mekanisme ketenagakerjaan untuk memperkuat hubungan industrial dan meningkatkan fleksibilitas 

kerja di Indonesia. 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law): UU ini mencakup 

perubahan-perubahan pada berbagai undang-undang yang terkait dengan ketenagakerjaan dan 

hubungan industrial. Fokus dari UU Cipta Kerja adalah meningkatkan investasi dan membuka 

lapangan kerja melalui penyederhanaan peraturan, namun juga mencakup aturan terkait hubungan 

industrial, termasuk PHK, sistem upah, dan perselisihan hubungan industrial. 

Undang-undang tersebut dirancang untuk menjaga keseimbangan antara hak pekerja dan 

pengusaha, menciptakan iklim kerja yang kondusif, serta menyediakan mekanisme penyelesaian konflik 

yang efektif. 

 

 Arbitrase 

Arbitrase adalah salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute 

Resolution/ADR) yang melibatkan pihak ketiga yang independen, disebut arbitrator, untuk memberikan 

keputusan yang mengikat bagi pihak-pihak yang bersengketa. Arbitrase biasanya digunakan sebagai cara 

untuk menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan, baik dalam konteks komersial, bisnis, atau hubungan 

industrial. Tujuannya adalah memberikan solusi yang lebih cepat, efisien, dan privat dibandingkan dengan 

proses litigasi formal di pengadilan. 

Dalam proses arbitrase, kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan permasalahan mereka 

kepada arbitrator yang dipilih bersama atau ditunjuk sesuai peraturan yang berlaku. Arbitrator bertindak 

sebagai penengah yang mendengarkan argumen dari kedua pihak, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, 

dan akhirnya membuat keputusan. Keputusan yang dihasilkan disebut putusan arbitrase, yang bersifat final 

dan mengikat, artinya kedua belah pihak harus mematuhi hasil tersebut dan tidak dapat mengajukan banding 

ke pengadilan, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang melibatkan pelanggaran hukum atau prinsip 

keadilan. 

Arbitrase memiliki beberapa keunggulan, antara lain proses yang lebih cepat dibandingkan 

pengadilan, biaya yang lebih rendah, serta sifatnya yang lebih fleksibel dan informal. Selain itu, arbitrase 

juga menjaga kerahasiaan sengketa, karena tidak dipublikasikan secara terbuka seperti halnya proses 

pengadilan. Namun, arbitrase juga memiliki tantangan, seperti resistensi pihak yang kalah terhadap 

keputusan arbitrator dan kebutuhan akan arbitrator yang kompeten dan netral untuk memastikan keadilan 

proses tersebut. 

Arbitrase sering digunakan dalam perselisihan yang berkaitan dengan kontrak komersial, sengketa 

bisnis internasional, hingga masalah hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan, di mana kedua 
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belah pihak ingin menghindari proses pengadilan yang panjang dan rumit. UU No. 30 Tahun 1999 ini 

merupakan dasar hukum utama yang mengatur arbitrase di Indonesia. Undang-undang ini membahas 

berbagai aspek arbitrase dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. 

arbitrase juga diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004 sebagai salah satu mekanisme penyelesaian 

perselisihan antara pekerja dan pengusaha. Dalam undang-undang ini, arbitrase merupakan salah satu 

pilihan selain mediasi dan konsiliasi. Arbitrator yang ditunjuk harus berasal dari daftar yang disediakan 

oleh instansi pemerintah yang berwenang. Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 melalui 

Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981, yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase 

internasional di berbagai negara. Melalui ratifikasi ini, putusan arbitrase yang dihasilkan di luar negeri dapat 

diakui dan dilaksanakan di Indonesia dengan beberapa persyaratan. 

 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yang bertujuan 

untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan terkait penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial melalui arbitrase. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk 

mengeksplorasi perspektif dari berbagai pihak yang terlibat dalam kasus, seperti manajemen perusahaan, 

perwakilan pekerja, dan arbitrator, serta mengidentifikasi dinamika interaksi yang mempengaruhi proses 

arbitrase. Melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, penelitian kualitatif 

ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang efektivitas dan tantangan arbitrase 

sebagai metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pendekatan ini juga memungkinkan 

pengungkapan aspek-aspek sosial, emosional, dan budaya yang seringkali tidak terukur dalam penelitian 

kuantitatif, tetapi berpengaruh besar terhadap keberhasilan penyelesaian perselisihan. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu studi 

literatur dan wawancara. Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber 

tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan laporan terkait penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial dan arbitrase. Melalui studi literatur, peneliti dapat memahami konsep-

konsep teoretis dan regulasi yang berlaku, serta menemukan contoh-contoh penerapan arbitrase di berbagai 

kasus. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Efektivitas penyelesaian perselisihan hubungan industrial di PT Agro Sinergi Nusantara melalui 

mekanisme arbitrase di luar pengadilan.  

Mekanisme arbitrase di PT Agro Sinergi Nusantara telah digunakan sebagai alternatif penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara perusahaan dan pekerja. Secara umum, efektivitas 

arbitrase diukur melalui beberapa indikator utama, yaitu kecepatan penyelesaian, biaya yang dikeluarkan, 

dan kepuasan kedua belah pihak terhadap hasil keputusan. Pada PT Agro Sinergi Nusantara, mekanisme 

ini dinilai efektif dalam menyelesaikan perselisihan karena mampu memberikan solusi dalam waktu yang 
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relatif lebih singkat dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan. Proses arbitrase memungkinkan kedua 

pihak terhindar dari prosedur yang berlarut-larut yang sering terjadi di jalur litigasi formal. 

Salah satu alasan utama mengapa arbitrase di PT Agro Sinergi Nusantara dianggap efektif adalah 

karena biaya yang dikeluarkan lebih rendah daripada melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui 

jalur pengadilan sering kali memerlukan pengeluaran yang besar, baik dari segi biaya administrasi, biaya 

hukum, hingga waktu produktif yang terbuang. Dalam hal ini, arbitrase menawarkan penghematan biaya 

yang signifikan karena prosesnya lebih sederhana dan fleksibel. Selain itu, dengan adanya perjanjian 

bersama yang mengatur arbitrase sebagai opsi penyelesaian sengketa, perusahaan dan pekerja dapat 

menegosiasikan arbitrator yang dipilih bersama-sama, sehingga menciptakan rasa adil dalam proses. 

Faktor lain yang mendukung efektivitas arbitrase di PT Agro Sinergi Nusantara adalah sifat 

keputusannya yang final dan mengikat. Keputusan arbitrator tidak dapat digugat atau diajukan banding, 

sehingga perselisihan dapat dituntaskan dengan cepat tanpa melalui proses yang berkepanjangan. Hal ini 

penting bagi keberlangsungan operasional perusahaan, terutama di sektor perkebunan, di mana 

keterlambatan penyelesaian perselisihan dapat berdampak pada produktivitas dan kesejahteraan pekerja. 

Keputusan yang cepat ini juga mengurangi potensi terjadinya eskalasi konflik di antara pihak yang 

bersengketa, menjaga stabilitas hubungan industrial di perusahaan. 

Peneliti telah melakukan wawancara tentang peran serikat pekerja dalam mempengaruhi hasil 

negosiasi antara pekerja dan pengusaha di sektor industri sangatlah penting, terutama dalam memastikan 

hak-hak karyawan terpenuhi. Responden 1 (HRD) menekankan pentingnya peran serikat pekerja dalam 

mengatur hak dan kewajiban karyawan, terutama ketika ada penyimpangan seperti masalah upah yang tidak 

dibayarkan. Responden 2 (Sekretaris serikat kerja) menjelaskan bahwa serikat pekerja berperan dalam 

memberikan sosialisasi kepada tenaga kerja terkait hak-hak mereka. Responden 3 (Karyawan senior) 

menyebut bahwa peran serikat pekerja dalam negosiasi berjalan dengan baik, terutama dalam mediasi 

dengan perusahaan. Responden 4 (Pimpinan serikat pekerja) menegaskan bahwa serikat pekerja berperan 

dalam diskusi dan negosiasi dengan perusahaan terkait permasalahan yang dihadapi karyawan. Responden 

5 (Mayoritas) menambahkan bahwa serikat pekerja sangat penting dalam memastikan bahwa karyawan 

yang tidak mendapatkan haknya bisa dibela. 

Namun efektivitas arbitrase juga dipengaruhi oleh kesediaan kedua belah pihak untuk menerima 

keputusan yang diambil. Di PT Agro Sinergi Nusantara, kesepakatan untuk menggunakan arbitrase sebagai 

metode penyelesaian sengketa sudah tertuang dalam perjanjian bersama antara perusahaan dan serikat 

pekerja. Hal ini menunjukkan adanya komitmen awal dari kedua belah pihak untuk mematuhi hasil 

arbitrase. Kendati demikian, dalam beberapa kasus, pihak yang kalah dalam perselisihan mungkin merasa 

kurang puas dengan keputusan yang diambil. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa arbitrator 

yang dipilih memiliki netralitas dan kredibilitas yang tinggi, serta proses arbitrase dilakukan dengan 

transparansi penuh. 

Mekanisme arbitrase di PT Agro Sinergi Nusantara dapat dikatakan efektif dalam menyelesaikan 

perselisihan hubungan industrial, asalkan prosesnya dijalankan dengan baik dan sesuai dengan prinsip 

keadilan. Kecepatan, efisiensi biaya, dan kepastian hukum yang ditawarkan oleh arbitrase menjadikannya 

alternatif yang layak dibandingkan litigasi formal. Meski tantangan seperti ketidakpuasan atas keputusan 

arbitrase tetap ada, melalui pengelolaan yang tepat, arbitrase dapat menjadi solusi yang optimal bagi 
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perusahaan untuk mempertahankan stabilitas operasional sambil memastikan hak-hak pekerja tetap 

terlindungi. 

Seperti wawancara peneliti tentang terdapat korelasi yang jelas antara keterampilan, negosiasi 

pengusaha, dan tingkat kepuasan kerja di kalangan pekerja. Responden 1 menyebut bahwa keterampilan 

pekerja sangat berhubungan dengan kinerja perusahaan dan menentukan hasil produksi yang optimal. 

Responden 2 menambahkan bahwa keterampilan pekerja penting dalam proses negosiasi dan mediasi 

terkait ketenagakerjaan. Responden 3 menilai bahwa tingkat kepuasan kerja berhubungan dengan 

bagaimana perusahaan menilai kemampuan pekerja dalam beradaptasi dan bekerja secara efektif. Korelasi 

ini dapat diukur dengan melihat kemampuan perusahaan dalam memberikan respons cepat terhadap 

kebutuhan keterampilan dan kepuasan karyawan. 

 

Tantangan yang dihadapi dalam implementasi arbitrase sebagai metode penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial 

Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi arbitrase di PT Agro Sinergi 

Nusantara adalah masalah penerimaan keputusan arbitrase oleh pihak-pihak yang bersengketa. Meskipun 

arbitrase dirancang sebagai solusi yang final dan mengikat, tidak jarang pihak yang kalah dalam 

perselisihan merasa tidak puas dengan keputusan tersebut. Ketidakpuasan ini dapat muncul karena pihak 

tersebut merasa bahwa arbitrator kurang netral atau keputusan yang diambil tidak adil. Situasi seperti ini 

dapat menyebabkan resistensi dalam pelaksanaan keputusan arbitrase, yang pada akhirnya dapat 

menghambat penyelesaian perselisihan secara efektif. 

Tantangan lain yang sering muncul adalah kesulitan dalam memilih arbitrator yang benar-benar 

netral dan kompeten. Di PT Agro Sinergi Nusantara, seperti halnya di banyak perusahaan lain, pemilihan 

arbitrator memerlukan kesepakatan dari kedua belah pihak. Jika terjadi ketidaksepakatan dalam pemilihan 

arbitrator, proses arbitrase dapat terhambat sejak awal. Bahkan jika arbitrator telah dipilih, kemampuan 

arbitrator dalam memahami masalah hubungan industrial di sektor perkebunan mungkin menjadi masalah 

tersendiri. Arbitrator yang kurang memahami karakteristik khusus dari industri ini mungkin kesulitan dalam 

memberikan keputusan yang sesuai dengan konteks spesifik perusahaan dan pekerja. 

Peneliti telah melakukan wawancara tentang kebijakan pemerintah terbaru terkait ketenagakerjaan, 

seperti kenaikan upah minimum (UMP), berdampak positif terhadap kesejahteraan karyawan di industri 

manufaktur. Responden 1 menyebut bahwa kenaikan upah telah meningkatkan kesejahteraan karyawan, 

sedangkan Responden 2 menegaskan bahwa perusahaan tetap mengikuti peraturan yang ada. Responden 3 

mencatat bahwa selama ini kebijakan tersebut berjalan dengan baik tanpa ada masalah berarti. Sementara 

itu, Responden 4 menyoroti bahwa pemerintah berperan penting dalam menjaga keseimbangan hubungan 

industrial melalui regulasi, termasuk upah dan lembur. 

Mekanisme mediasi di perusahaan terbukti efektif dalam menyelesaikan sengketa tenaga kerja. 

Responden menyatakan bahwa musyawarah menjadi pendekatan utama dalam menghadapi masalah tenaga 

kerja, di mana pihak perusahaan dan karyawan dapat mencapai solusi yang tidak merugikan kedua belah 

pihak. Contoh nyata adalah ketika terjadi ketidakhadiran karyawan, perusahaan menerapkan langkah-

langkah sesuai aturan, mulai dari SP1 hingga pemberhentian karyawan yang tidak mengikuti prosedur. 
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Dampak kondisi pasar tenaga kerja lokal pada arbitrase, Kondisi pasar tenaga kerja lokal di sektor 

usaha kecil dan menengah belum memberikan pengaruh signifikan terhadap proses arbitrase, menurut 

responden. Tidak ada bukti konkret yang diobservasi atau diberikan dalam konteks ini, meskipun beberapa 

responden menyebutkan bahwa kondisi pasar tenaga kerja lokal tidak mempengaruhi hasil arbitrase secara 

langsung. 

Pengaruh keputusan arbitrase pada hubungan kerja jangka panjang Keputusan arbitrase memiliki 

pengaruh penting terhadap hubungan kerja jangka panjang. Musyawarah dan mufakat yang dihasilkan dari 

arbitrase berperan dalam menentukan arah hubungan kerja di masa depan, seperti yang dinyatakan oleh 

responden terkait kesepakatan yang dibuat untuk menentukan perjalanan hubungan perusahaan dan 

karyawan di tahun-tahun mendatang. 

Faktor-faktor ketidakpatuhan terhadap keputusan arbitrase, Ketidakpatuhan terhadap keputusan 

arbitrase dapat disebabkan oleh kesalahan komunikasi atau variasi dalam kepatuhan SDM perusahaan. 

Responden mengungkapkan bahwa masalah sering kali muncul karena perbedaan perilaku karyawan, di 

mana sebagian mematuhi keputusan arbitrase, sementara yang lain tidak patuh. Namun, kesalahan 

komunikasi sering menjadi penyebab utama ketidakpatuhan ini. 

Tantangan dalam menghadapi tenaga kerja terampil di perusahaan teknologi tinggi, Perusahaan yang 

bergerak di sektor teknologi tinggi menghadapi tantangan dalam negosiasi kontrak kerja dengan tenaga 

kerja yang sangat terampil. Responden menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya memberikan upah 

minimum, tetapi juga menyesuaikan gaji berdasarkan keterampilan dan prestasi karyawan. Pelatihan dan 

kursus tambahan juga diberikan untuk memastikan karyawan dapat menyesuaikan diri dengan 

perkembangan teknologi. 

Dampak mogok kerja terhadap produktivitas perusahaan di sektor jasa, mogok kerja dapat sangat 

mempengaruhi produktivitas perusahaan. Jika karyawan mogok, maka tidak ada aktivitas produksi yang 

terjadi, yang berujung pada hilangnya pendapatan baik bagi perusahaan maupun karyawan. Meskipun di 

perusahaan yang diobservasi belum pernah terjadi mogok kerja, namun jika terjadi, seluruh aktivitas 

perusahaan akan terhenti, menyebabkan kerugian besar. 

Arbiter memastikan bahwa keputusan arbitrase bersifat adil melalui musyawarah dan diskusi antara 

perusahaan, serikat pekerja, dan karyawan. Proses ini melibatkan semua pihak untuk memastikan keputusan 

yang dibuat tidak sepihak, melainkan melalui mufakat. Dengan demikian, integritas dan keadilan dalam 

keputusan selalu dijaga. Pengawasan pemerintah terhadap keputusan arbitrase dinilai efektif, terutama 

melalui komunikasi yang baik antara perusahaan dan Dinas Ketenagakerjaan (Naker). Sebelum 

pengawasan formal, serikat pekerja juga berperan penting dalam menyelesaikan masalah di perusahaan, 

sehingga campur tangan dari Naker jarang diperlukan. 

Pendekatan sistemik sangat penting dalam negosiasi, terutama bagi perusahaan yang berada di 

lingkungan masyarakat. Misalnya, perusahaan harus berkoordinasi dengan warga setempat terkait dampak 

lingkungan, seperti limbah pabrik. Dengan pendekatan yang baik, perusahaan dapat menjaga hubungan 

yang harmonis dengan masyarakat sekitar. Media memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi 

publik terhadap sengketa perburuhan. Satu berita negatif, bahkan yang tidak benar (hoax), dapat merusak 

citra perusahaan secara nasional. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menjaga komunikasi yang 

baik dengan media dan memastikan informasi yang disampaikan akurat untuk menjaga reputasi. 
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Hasil wawancara dengan lima responden terkait berbagai aspek arbitrase mengungkapkan bahwa 

keputusan arbitrase tidak hanya dilihat sebagai hasil akhir dari suatu proses, tetapi juga sebagai hasil 

musyawarah yang krusial dalam menetapkan kebijakan internal perusahaan. Keputusan tersebut berperan 

signifikan dalam memengaruhi manajemen tenaga kerja di masa depan, yang bisa menentukan 

keberlanjutan perusahaan. Responden menekankan bahwa kebijakan yang dihasilkan dari proses ini harus 

melibatkan komunikasi yang efektif antara perusahaan dan karyawan agar tidak terjadi salah persepsi. 

Dalam konteks ini, penting bagi perusahaan untuk memiliki tim atau mekanisme yang mampu menilai dan 

mempertimbangkan berbagai masukan dari serikat pekerja agar keputusan yang diambil dapat diterima oleh 

semua pihak. 

Meskipun globalisasi membawa perubahan dalam banyak aspek bisnis, responden sepakat bahwa 

dampaknya terhadap mekanisme arbitrase di perusahaan tidak terlalu signifikan. Mereka mencatat bahwa 

perusahaan tetap mengacu pada hukum dan peraturan setempat, yang mana hal ini penting untuk menjaga 

keselarasan dengan kondisi lokal. Sebaliknya, kondisi ekonomi makro memainkan peran penting dalam 

negosiasi upah minimum. Upah ditentukan berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, sehingga 

perusahaan harus menyesuaikan kebijakan upahnya dengan ketentuan tersebut. Selain itu, budaya 

organisasi yang kuat terbukti lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa tenaga kerja melalui proses 

negosiasi, di mana komunikasi dan mediasi menjadi kunci utama untuk mencapai kesepakatan yang 

memuaskan semua pihak. 

Dalam hal pelaksanaan keputusan arbitrase, responden mengindikasikan adanya tantangan ketika 

keputusan tersebut dianggap tidak adil. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan diharapkan dapat 

melaksanakan musyawarah dan sosialisasi yang baik dengan karyawan agar mereka memahami alasan di 

balik keputusan yang diambil. Keberhasilan mediasi dapat diukur dari kemampuan karyawan untuk 

menyesuaikan diri dengan peraturan yang ada. Selain itu, terdapat perbedaan dalam hasil arbitrase antara 

perusahaan yang beroperasi di kota besar dan di daerah, yang dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan pola 

pikir yang berbeda. Persepsi pekerja terhadap keadilan dalam proses arbitrase juga memengaruhi kepatuhan 

mereka terhadap keputusan yang diambil. Meskipun beberapa responden menyatakan bahwa politik lokal 

berpengaruh pada proses negosiasi dan arbitrase, mereka menekankan pentingnya menjaga netralitas di 

lingkungan kerja agar semua pihak dapat bekerja sama untuk mencapai hasil yang optimal. 

Selain itu tantangan lainnya terletak pada kurangnya transparansi dalam proses arbitrase. Meskipun 

arbitrase lebih cepat dan efisien dibandingkan litigasi formal, kurangnya keterbukaan dalam proses ini dapat 

menimbulkan rasa tidak percaya dari pihak yang bersengketa. Di PT Agro Sinergi Nusantara, pekerja atau 

serikat pekerja mungkin merasa bahwa mereka tidak mendapatkan kesempatan yang cukup untuk 

mempresentasikan argumen mereka atau bahwa proses arbitrase dilakukan secara tertutup tanpa 

pengawasan yang memadai. Hal ini dapat memicu kecurigaan dan memperkuat perasaan tidak puas 

terhadap keputusan yang diambil. 

Faktor lain yang memengaruhi implementasi arbitrase di PT Agro Sinergi Nusantara adalah 

kurangnya pemahaman tentang prosedur arbitrase di kalangan pekerja dan manajemen. Proses arbitrase 

yang melibatkan terminologi hukum dan prosedural mungkin tidak sepenuhnya dipahami oleh para pekerja, 

terutama mereka yang tidak memiliki latar belakang hukum. Ketidakpahaman ini dapat menyebabkan 

kebingungan selama proses dan bahkan ketidakpercayaan terhadap hasil akhirnya. Oleh karena itu, 
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pendidikan dan pelatihan mengenai prosedur arbitrase perlu ditingkatkan, baik untuk manajemen maupun 

pekerja, agar kedua belah pihak dapat memahami hak dan kewajiban mereka selama proses tersebut. 

Tantangan terakhir adalah budaya organisasi dan hubungan kekuasaan antara manajemen dan pekerja 

yang dapat mempengaruhi keberhasilan arbitrase. Di beberapa kasus, seperti di PT Agro Sinergi Nusantara, 

ada kemungkinan bahwa pihak pekerja merasa terintimidasi atau kurang percaya diri dalam menghadapi 

manajemen selama proses arbitrase. Ini terutama terjadi jika ada ketidakseimbangan kekuasaan antara 

manajemen dan serikat pekerja, yang dapat mempengaruhi kemampuan pihak pekerja untuk bernegosiasi 

atau menyampaikan argumen dengan bebas. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu ada jaminan bahwa 

proses arbitrase berlangsung secara adil dan berimbang, dengan perlindungan yang memadai bagi hak-hak 

pekerja. 

 

 

KESIMPULAN  

  Penyelesaian perselisihan hubungan industrial di PT Agro Sinergi Nusantara melalui arbitrase 

terbukti menjadi mekanisme alternatif yang efektif dalam menyelesaikan sengketa antara pekerja dan 

perusahaan. Meskipun proses arbitrase menawarkan keunggulan seperti kecepatan, efisiensi biaya, dan 

keputusan yang final, pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai tantangan. Tantangan utama meliputi 

penerimaan keputusan arbitrase, pemilihan arbitrator yang netral, kurangnya transparansi, dan 

ketidakseimbangan kekuasaan antara manajemen dan pekerja. 

Untuk meningkatkan efektivitas arbitrase di PT Agro Sinergi Nusantara, penting bagi perusahaan 

dan serikat pekerja untuk lebih memperhatikan pemilihan arbitrator yang benar-benar netral dan 

berkompeten dalam menangani kasus hubungan industrial. Selain itu, proses arbitrase harus dijalankan 

dengan transparansi penuh agar kedua belah pihak merasa dilibatkan secara adil. Pendidikan dan pelatihan 

mengenai prosedur arbitrase juga perlu ditingkatkan agar semua pihak memahami hak dan kewajiban 

mereka. 

 

 

SARAN 

PT Agro Sinergi Nusantara disarankan untuk membangun mekanisme pengawasan independen 

yang memastikan transparansi dalam proses arbitrase. Selain itu, perusahaan dapat bekerja sama dengan 

serikat pekerja untuk menyusun pedoman pemilihan arbitrator yang lebih jelas dan akomodatif. Penguatan 

kapasitas bagi pekerja dalam memahami prosedur arbitrase juga perlu dilakukan melalui pelatihan khusus 

yang melibatkan pakar hukum dan hubungan industrial. 
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